WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKGTA BUKITTINGGI

NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH

Menimbang

Mengingat

DI KOTA BUKITTINGG1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFA ESA

a.

b.

(o

WALIKOT2. BURITTINGGI,

bahwn1 cagar budaya rmerupakan kekayaan budaya
bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat
dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk
melindungt dan memelithara peninggalan sejarah
terscbut;

bahwa perlindungan dan pemcliharaan peninggalan
sejarah sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas, perlu
diatur dengan pengelolaan cagar budaya dan
peninggalan sejarab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huraf “a dan huruf b”, sementara menunggu proses
dibentuknya Peraturan Daerah tentang Peng=lolaan Cagar
Budaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi
‘entang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan
Sejarah di Keta Bukittinggi .

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propiinsi Sumatera Tengah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tainbahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tamtahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966 ),
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12.
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14.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambehan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059 );

Undang - Undang Nomor 11 Tehun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Ncomor 10 Tahun 1993 tentang
Pelaksanaan TJndang-Undang Nomor 05 Tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara

Republix Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516 });

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Gerta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomcr 3966);

Peraturan Pemerintain Nomor 79 Tahun Z00S tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Noruor 20, Tambahan Lembaran
Negara  Nomor 4609), yang tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara rRepublik Indonesia Nomor
4853);

Peraturan Pemerintih Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negare Republik
indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Pendidil:an dan Kebudayaan Nomor
087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budava;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
062 / 11 / 19935 tentang Pemilikan, Penguasaan,
Pengalihan dan Penghepusan Benda Cagar Budaya dan
/ atau Situs

Kepufusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
063 */ 11 / 1995 tentang Perlindungan dan
Pemeliharaan Benda Cagar Budaya ;

Keputusan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan Nomor
064 / 11 / 1995 tentang Penelitian dan Penetapan
Benda Cagar Budaye dan/atau Situs;



18.

19,

20.

22.

23,

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor
PM.OS/PW.C07/MKP/2010 tentang Per.etapan Gedung
Sekolah Rajo (SMU 2), Gedung Kandepdikbud, Kompleks
Kantor Polres Agam, Komplek Kantcr Kodira Agam, Tugu
Manggopoh, Gedung SMP I, Gereja Katholik, Rumah
Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa
Oepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos Dan Giro), Istana
Bung Hatta, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung
Hatta, Wisma Anggrek, Villa Merceka, Makam Tuanku
Syechk Imam Jirek, Benteng Forst De Kock, Eks BNI 46
Bukittinggi, Cerobcng Asap No 101 B, Rumah Gadang
Eagku Palo (Suku Tanjung), Rumah Tinggal Di Jalan
DR.A.Riva. No. 38, Pasar Lorong Saudagar, Lembaga
Pemasyarakatan Bukittinggi, Masjid Raya Rao-Rao,
Masjid Saadah, Kompleks Makam Tuan Titah, Medan
Bapaneh Sitangkai, Kuburan Ninik Jangput Hitam,
Rumah Adat Tiang Panjang, Medan Bapanet. Gunung,
Kompleks Makam Makhudum Sumanik, Bacu Batikarn,
Prasasti Rambatan,Megalit Simawang, Frasasti Umbilin,
Rumah Tua Kampai Nan Panjang, Prasasti Kuburajo,
Masjid Raya Lima Kaum, Medan Bapaneh Koto
Baranjak, Benteng Van Der Capellen, Prasasti Saruso II,
Ustano Rajo Alam Gudang Pagaruyung, Kompleks
Prasasti Aditiyawarman, Prasasti Ponggongan, Makam
Rajo Ibadat, Makam Indomo Saruaso, Prasasti Saruaso
I, Ustano Saruaso, Megealit Talago Gunung, Ustano Rajo
Adat Buo, Gedung Controlleur Buo, Balairung Sari
Tabek, Makam Panjang Tantejo Garhano, Prasasti
Priangan, Surau Lubuk Bauk, komplek Makam Tuanku
ramansiangan, dan Makam Haji Miskin yang berlokasi
Di Wilayah Propinsi Sumatera Barat Sebagai Benda
cagar Budaya, Situs, atau Kawasar: Cagar Budaya Yang
Dilirdungi Undang-Undangan Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

‘eraturan Daerah Knta Bukittinggi Nomor 05 Tahun
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2006 Nomor 05);

Peraturan Deerah Nowmor 08 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bukittirggi Tahun 2006 — 2025, (Lembararn. Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58)

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun
«008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kota BRukittinggi Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas ,Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12 ) ;

Peraturan ‘Walikota Bukittinggi Nomor i3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011 - 2015, (Berita
Daerah Kota Bukittinggi Talwun 2010 Noinor 13).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkar. : PERATURAN WALIKOT.\ TENTANG PCNGELOLAAN CAGAR

BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH DI KOTA
BUKITTINGGI]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pssal 3

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

n

10.

L1:

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Bukittinggi:

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalab Walikota Bukittinggi;

Dinas/Instansi terkait acalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
membidangi Kebudayaar. dan Pariwisata Kota Bukittinggi;

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar
budaya, dan kawesan cagar budaya di darat dan/atau di air yar;;i perlu
dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmn
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan.

Peninggalan sejarah adalah hasil kerya manusia dari masa lampau yang
berkaitan dengan kesecjarahan;

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia,
baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau
bagian-bagiannyza, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam atau benda buatan manusia unwuk memeruhi kebutuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap;

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuli kebutuhan ruang

kegiatan yang menyatu dengen alam, sarana, dan prasarana untuk
menampuig kebutuhan manusia;

Situs Cagar Budava adalah lokasi yarg berada di Jarat dan/atau di air yang
mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau

struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian
masa lalu;

Kawasan Cagar Budava adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
situs cagar budayva atau lebih vang letaknya berdekaian dan/atau
memperlilatkan cirt tata ruang yang khas;

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengemtangkan, dan
memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyaxy;

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadan caga-

budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan
memanfaatkannya; ‘

Perlindungan adalah upfaya mencegal: dan menanggulangi dari kerusakan,
kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan,
zonasi, pcmeliharaan dan pernungavan cagar budaya;

. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dar merawat agar kondisi fisik cagar

Lasc.

budaya tetap lestart;



io. Penelinan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menuru“ kaidah dan
metode vang sistematis vntuk memperoleh infcrmasi, data dan keterangan
bagi kepcntingan pelestarian cagar budaya, ilmu  pengetahuan dan
pengembangan kebudayzan;

7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya vuntuk kepentingan
sebesar-besarnya Lesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya,;

18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, baagunan, struktur, lokasi,
dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkar. sebagai cagar budaya
kepada pemerintah  atau perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan
selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

19. Register Nasional Cagar Budaya adalah dafter resmi kekayaan budaya
hangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar aegeri;

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pusal 2

Maksud darn Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi, memelihara,
melestarikan dan menyelamatkan dari kemusnahan dan kerusakan akibat
tindakan manusia raaupun proses alam.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk :

a. Mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai
sejarah dan ilmu pengetahuan;

b. Meningkaikan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya dan
peninggalan scjarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola
untuk pembangunan dan citra dacrah sebagai tujuan wisata;

c. weningkatkan  keseiahteraar: masyarakat melalui  kawasan dan/atau
bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat tujuan wisata:

d. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepad:. masyarakat internasional.

BAB IiX
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Sasaran dari pengclolaan cagar budaya ini adalah sebagai upaya untuk
melestarikan, melindwigi, memelihara den memanfaatkan potensi kawasan
dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan,
kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pagsal 5

Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya dan situs peninggalar. sejarah meliputi,
perlindungan, pengembangan dan pernanfaatan bangunan cagar budaya di Kota
Bukitinggi.

BAB IV
KRITERIA BENDA CAGAR BULAYA DAN SITUS PENINGGALAN SEJARAH
Pasal 6

(1) Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah ditetapkan
Penentuannya berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Nilai sejarah; ’

Nilai arsitektur;

Nilai ilmu pengetahuan;

. Nilai Sosial Budaya,;

Umur.
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(2} Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bangunan Cagar
Budaya Dan Situs Peninggalan Sejarah secara umum dapat diklasifikasikan
dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

a. Benda Cagar Budaya dan Situs Peaninggalan Sejarah kategori A memiliki
kriteria :

1) Memiliki keaslian bentuk;

2) Mem:liki keaslian bahan;

3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;

4) Memiliki keasliar seni hias'

S5) Memiliki keaslian lingkungan:

6) Memiliki petensi untuk dixembangkan.
b. Benda Cager Budaya dan $itus Peningpalan Sejarah kategori B memiliki

kriteria:

1) Memiliki k=aslian bentuk;

2) Memiliki k-aslian bahan;

3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;

4) Memiliki keaslian seni hias;

5) Memiliki keaslian lingkungan;

6) Kurang potensi untuk dikembangkan.

c. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori C memiliki
kriteria:

1} Memiliki keaslian bentuk;

2) Menuiild keaslian teknologi pengerjaan;
3) Memiliki keaslian seni hias;

4) Kurang potensi untuk dikembangkan.

d. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori D memilik:
kriteria;

1) Memiliki keaslian bentuk;

2) Memiliki keasliun bahan;

3) Memiliki keashan teknologi pergeraan;

4) Memil:ki keaslian seni hias;

S} Sudah berzlih fungsi;

6) Sudah bercampur dergan kondisi moderr;
7V Kurang potensi untuk dikembangkan.

(3) Daftar dan Kategori benda cagar budaya dan situs peninggalan ssjarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar ayat (2), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tiduk terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini

BAB V

WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN
-PEMERINTAH DAERAH
+  DBagian Kesatu
Wewenang dan Tanggungjawab
Pasal 7

Pemerintah  Daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya
peninggalan sejarah berwenang dan bertanggungjawab untuk :

b
|
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4. Menetapkan kebijakar penyelenggaraan kawasan dan bangunan berscjaranr
Jdengan mempertimbangkan kepentingen umurm,

b. Menetapkan prosedur dan persyara‘*zn serta pemungaran dan pemulihan
bangunan cagar budava yang tidak menghilangkan keasliannya;

c. Melakukan pendataan, pendaftaran, pencataten dan pendokumentasian
terhadap bangunan cagar budaya -an/atau benda cagar budaya yang
tersebar di Kota Bukittinggi;

d. Melaksanakan Sisiem Register Nasional Cagar Budaya dan Peninggalan
sejarah untuk menetapkan dan mencabut status data Cagar Budaya dan
Peninggalan Sejarah berupa benda, bangunar, struktur, lokasi dan satuan
ruang geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

e. Melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbaka.a
(BP3) Batusangkar wilayah kerja Propinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau
serta instansi terkait;

f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan
pemungaran kawasar dan/atau bargunan cagar budaya dan peninggalan
sejarah yang bermanfaat bagi kep:ntingan sosial, budaya pendidikan dan
pariwisata.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam me=lakukan pengelolaan cagar budaya dar
peninggaicn sejarah berkewajiban untuk :

a. Melakukan sosialisasi pengelolaan benda cagar budaya dan peninggala:.
sejarah sesuai dengan stander teknis balai Pelestarian Peninggalar
Purbakala (BP3) Batusangkar kxepada masyarakat secara sistematis dan
terarah;

b. Menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan
serta pemungaran dan permulihan kawasan dan/atau bangunan cagar
budaya dan peninggalan sejarah;

c. Melestarikan, miemelihara, melindungi dan memanfaatkan cagar budayva
dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan
tanggungjawab  masyarakat dalam  menyelenggarakan  kegiatar

~ pengelolaan kawasan cagav budaya dan peninggalan sejarah.
(2) Setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam

melestarikan bangunan cagar tudaya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

_ BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengkajian
Pasal 9

(1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui dittmukannya benda cagar
budaya dan atau yang diduga benda cagar budaya yang tidak dilketahu:
pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Berdasarkan laporah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). seger=
dilakukan penelitian ofeh Tim Ahli Cagar Budaya vang ditetapkan denga-
Keputusan Walikota. ’

(3) Sejak diterimanya laporan dan sclama dilakukan Penelitian terhaczc

bangunan cagar budaya dan peningg:lan sejarah yang ditemukan diberizz=-
perlindungan.



i4) Berdasarkan hasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Pemerintah Daerah menentukan sesbagai benda cagar budaya dan
peninggalan szjarsh atau bukan dengan menetepkan :

a. Kepemilikan cleh Pemerin‘ah Dacrah dengan pemberian imbalan yang
wajar kepada penemu;

b. Pemilikan sebagian dari benda cagar budaya dan peninggalan sejarah
oleh penemu;

c. Penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bukan benda
cagar budaye dan oeninggalan sejarah; dan

d. Pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan
perunlang-u-dangan vang herlak: znabile berounan dan peningealen
sejarah tidak diketahui pemiliknya.

(5) Proses dan hasil genelitian cagar budaya dan peninggalan sejarah dilakukan
untuk kependngan meningkatklan informasi dan promosi cagar budaya dan
peninggalan sejarah yang ada di Kota Bukittinggi.

(6) Ketentuan letih lanjut mengenai penclitian dan Pengkajian sebagairaana
dimaksud pada ayet (1), ayat (2), ayal (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan
oleh Walikota.

Bagian Kedua
Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemawnfaatan
Pasal 10

(1) Setiap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah wajib dilindungi
dan dipelihara.

(2) Perlindungan dan pemeliharaan bangunan cagal budaya dan peninggalan
sejarah sebagaimana dimaksud padz ayzat (1) wajib memgerhatikan nilai
sejarah, can keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem penge~jaan serta
pengamanannya.

(3) Apabila pemilik benda cagar budaya dan peninggalan scjarab tidak mampu
melindungi, merawat, memungar bangunar, dan peningzalan sejarah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan dengan persetujuan
pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Pasal 11
(1) Setiap orang wajib memelihara benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau
dikuasainya.

(2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan/atau yang
menguasainya dapat dikuasai oleh Pemeriniah Daerah.

(3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untul:

mencegah dan mcnanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/ataa
perbuatan manusia.

(4) Dalam rangka pemeliharaan terhacap cagar budaya dan peninggalan
sejarah yang secara fis’k mengalami penurunan kualitas dapat dilakukan
pemugaran tanpa menghilangkan keaslian bentaknya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkun cagar budaya
untulk: kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,
kebudayaan dan pariwigata.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar
budaya dan peninggelan sejarah yang dilakukan oleh setiap orang.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatar.
dukungan tenaga ahli, dukungan dana dan/atau pelatihan.
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Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalka-.
izin pcmanfaa‘an cagar budaya dan peninggelan sejarah apabila pemili

dan/etau yang menguasainya terbukti melakukan perusakan
menyebsbkan rusaknya cagar budaya dan peninggalan sejarah.

Ketentuan lebit lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan

atau

1
Lar

pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (<

dan ayat (5) ditetspkan oleh Walikota.
Bagian Ketiga
Pendansan dan Pengawasan
Pasal 13

Pendanaan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah menjac:

tanggunygjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah; dan/atau

C. Sumber lain yang sah dan tidak mengikal sesuai dengan peraturar

perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Dacrah mengalokasikan anggaran untuk perlirdu
pengembangan, pemanfaatan, dan kompcnsasi cagar budaya
peninggalan sejarah dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatarn

neo—-
Ag&c‘&_“

~ e

caga:

budaya dan peninggalan szjarah yang dalam keadaan daru-at dan penemu

yang telah ditetapkan scbagai cagar budaya dan peninggalan sejarah.

Pasal 14

Pemerintah Dacrah bertanggungjaw: b terhadap pengawasan pelestaria-

pengelolaan cagar budaya dan peninggalen  scjarah  sesuai  d
kewenangannya.

Nnean
1gar

Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagazr

Budaya dan Peninggalar. Sejarah.

Guna menunjeng tugas pengawasan senagaimana dimaksud pada ay

at {1}

dan ayat (2), Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan Cagar

Budaya Dan Pcninggalan Sejarah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya
Feninggalan sejarah.

dan

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka-

dalam bentuk : :

a. Menerima dan me’fn'b(_erikan informasi mengenai Cagar Budaya
Peninggalan 3ejarah

b. Melakukan pengkajian, penelitian, perlindungan, pemeliharazn
vemanfaatan yang bekerjasama dengan balai pelestarian pening
purbakala (BP3) Batusangkar atau irstansi terkait.

e
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¢. Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan
Pemerintah yang menimbulkar dampek negatif bagi benda cagar budaya
dan memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan
pertimbangan Keputusan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditzrapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 3 FTEDRUAR) 2012

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggai - : 3 TEBRVUARI 2012

NWKOTA BUKITTINGGI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR &



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
HOMOR 7. TAHUN 2012 '
TENTANG

DAFTAR DAN KATEGORI BENDA CAGAR

BUDAYA DAN PEN.NGGALAN SEJARAH
DI KOTA BUKITTINGGI

NAMA BENDA CAGAR FUDAYA & |
G PENINGGALAN SEJARAH LGS, KalreoRT
1 R 3 4
1. | Bargunan Sekolah Rajo (SMU Jl. Sudirman No. 5 Kelurahan
s Negeri 2 Bukittinggi) Sapiren Kecamatan ABTB
l Bukittinggi
J Rangunan Karntor Depdikbud J1. Sudirman No. 9 Kelurahan B
(Bangunan Kantor Disdikpora Belakang Balpk, Kecamatan
Kota Bukittinggi) ABTB Bukittinggi
3. | Komplek Kantor Polres Agam JL Sudirman No. 23 | A
(Polres Bukittinggi) Kelurahan Sapiran
Kecamatan ABTB Bukittinggi
4. | Denzibang 5/ 1 Bukit Barisan JL Sudirman Kelurahan A
Birugo Kecamatan  ABTB
Bukittinggi
5. | Komplek Kantor Kodim 03/04 Jl. Sudirman Kelurahan A
Agam Sapiran Kecamatan ABTB
Bukirtinggi
6. | Tugu Peringatan Mangopoh JL Sudirman Kelurahan B
Sapiran Kecamatan ABTB
Bukittinggi
7. | Bangunan SMP 1 JI. Sucirman No 1 Kelurahan B
Bukit Cangang Kayu ramang
Kecamatan Guguak Panjang
Bukattinggi ;
8. | Gereja Katolik JI. Sudirman Kelurahan Bukit A
Cangang Kayu ramang
Kecamatan Guguaak Panjang
9. | Rumah Bekas Kepala Stasiun Jl. M.Syafei No. 4 Kelurahan B
Bukit Cargang kayu ramang
Kecamatan Guguak panjang
Bukittinggi
10. | Gereja Protestan Jl. M Syafei No 12 Kelurahan A
tarok Dipo Kecamatan
» Guguak Panjang Bukittinggi
11.] Villa Ocpang-Ocpang L Sudirman No 11 B
Kelurahan Bukit Cangang
Kayu Ramang Keccamatan
Guguak Panjang Bukittingzi |




12. Studio Foto Agam.

D

Hetel Centrum (Pos & Giro)

| JI. Sudirman

No 10
Kelurahan Bukit Cangang
Kaywyn Ramang Kecamatan
Guguak Panjang Brkittinggi

J1 Sudirman No
Kelurahan Bukit Cangang
Layu Ramang, Kecamatan
Gugrak Panjang Bukittinggi

75

Istana Bung Hatta

JI. Istana No. 1 Kelurahan
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kecamatan Guguak panjang
Bukittinggi

13.

—._.{»———
16.

Jam Gadang

!

Kelurahan Bukit
Kayu Ramang
Guguak Panjang

Jl. Istana
Cangang

Kecamatan
Bukittinggi

Toko Sulaman Sibmgkang

J1. Panorama No 5 Kelurahan
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

17,

SD Negeri 14 Bukit Cangang

JI.  Panorama No. 12 A
Kelurahan Rukit Cangang
Kayu Ramang Kecamatan
Guguak Panjang Bukittinggi

19.] Wisma Cipta Sari

18.| Wisma Anggrek

Jl. Panorama No. 16

Kelurahan Bukit Cangang

Kayu Ramang Kecamatan |
Guguvak Panjang Bukitlingg:

JIL Panorama No 20
Kelurahan Kayu Kubu
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

A

20. f Gua Jepang Panorama (Lobang

Jepang)

JI. Panorama Kelurahan Bukit
Cangang Kayu Ramang,
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

A

Rumah Keluarga Amirceddin

Jl. Fanorama No. 6 Kelurahaﬁ
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kecmatan Guguak Panjang

Villa Merdeka

Jl. Dr. A. Rivai No 20
Kelurahan Kayu Kubu
Kecamatan Guguak Panjang
Bulkittinggi

Rumah Dinas Peternakan

i
B

*

Jl. Setia Budi No 16 C
Kelurahan Bukit Cangang
Kayu Ramang Kecamatan
Guguak Panjang Bukittinggi

24.

Makam Tvangku Syech Imam -
Jirek

Miskin Kelurahan
Ipuah Keceamatan
Selayan

JI.  Haji
Camnago
Mardiangan Koto
Bulkittinggi

Halaman i2




5. Eks Akademi Perawat

’Jl. Veteran No 96 Kecamatan

Gugusak Panjang Bukittinggi

26.

Bangunan SMP 3 & SMP 4 (Eks
SMF 2)

Jl. Dr.A.Rivai Kelurahar. Kayu
Kubu Kecamatan Guguak
Panjang Bukittinggi

27

Benterg Fort de Kock

JL Benteng = Kelurahan
Benteng Pasar Atas
liecamatan Guguak Panjang
Bukirtinggi

Toko Souvenir,

Jl. A. Yani No 85 Kelurahan
Benteng Pasar Atas
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

Eks Bank BNI 46 Bukittinggi

30.

Cerobong Asap

J1. A. Yani No 128 Kelurahan
Benteng Pasar Atas

Dukittinggi

Kecamatan Guguak Panjang '

Jl. H. Miskin No 101
Kelurahar, Campago Ipuah
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

3l

Mesjid Surau Gadang (Masjid
Jami)

JL. H. Miskin Campago Ipuah
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

32

Rumah Gadang Angku Palo

Jl. Ipuh Mandiangin No 61 A
Kelurahan Campago Ipuah
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

33.

Rumah Tinggal

Jl.  Mandiangin No 22
Kelurahan Campago ipuan
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

34.

Rumah Tinggal

4

Jl.  Mandiangin No 38
Kelurahan Campago Ipuah
Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan Bukittinggi

Rumah Tinggal

JI. Veteran No 97 A Keluranan
Benteng Pasar atas
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

36.

Rumah Tingga!

J. Dr. A. Rivai No 8
Kelurahan Kayu Kubu

Kecamatan Guguak Panjang

37,

38.

Rumah Tinggal

Jl. Dr. A. Rivai No 40/42
Kelurahan Kayu Kubu
Kecamatan Guguak Panjang

Rumah/Salon

J1. Panorama No 8 Keluralian

Bukit Cangang Kayu Ramang

Kecamatan Guguak . Panjang
]

Bukittinggi i




39.

Rumak: Feluarga Dr. Erman

Jl.  Sudirman Kelurahan
Bukit Cangang Kayu Ramang
Kecamatan Guguak Panjang
Bukittinggi

g
|

40.| Lembaga Pemasyarakatan JI. Perintis Kemerdekaan
Bukittinggi Kelvrahan Aur, Tajungkang
Tengah Sawah: Kecamatan

; Gugusk Panjang|Bukittinggi
41.| Rumah Kelahiran Bung Hatta Jl. Sockarno Hatta No 37

Kelurahan Aur Tajungkang
Tengah Sawah Kecamatan
Guguak Parjang Bukittinggi

Batu Kurai Limo Jorong

Jl. Kurai XIII Kelurahan Parit
Antang
Bukittinggi

Kecamatan ABTB |
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